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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yang

pertama adalah “Bagaimana kemandirian fiskal Kota Cimahi tahun 2020-2023?”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kota

Cimahi pada periode tersebut menunjukkan kemajuan menuju status menuju

mandiri. Rata-rata rasio kemandirian fiskal berada di angka 36,67%, yang

menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang sedang. Rasio kapasitas fiskal rata-

rata adalah 1,422, juga berada dalam kategori sedang. Derajat Desentralisasi Fiskal

(DDF) memiliki rata-rata 24,32%, yang masuk dalam kategori sedang. Namun,

Derajat Otonomi Fiskal memiliki rata-rata 9,83, yang menunjukkan kategori sangat

rendah.

Selanjutnya, pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah “Mengapa PAD

Kota Cimahi masuk kategori sedang?”. Dapat disimpulkan bahwa, Secara

keseluruhan,
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PAD Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang karena kombinasi dari faktor-faktor

seperti rendahnya pajak dari sektor parkir dan hotel, penurunan retribusi, keterbatasan

pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan, pertanyaan ketiga dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dana

transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian fiskal Kota Cimahi?.” Dapat

disimpulkan bahwa dana transfer yang diterima Kota Cimahi tergolong tinggi karena

merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk mendukung

pembangunan daerah secara merata. Meskipun terdapat fluktuasi setiap tahun, alokasi

dana transfer yang besar mencerminkan kebutuhan yang signifikan untuk pembiayaan

pembangunan dan operasional daerah, serta komitmen pemerintah pusat dalam

mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

6.2 Saran

1. Saran untuk Pemerintah Kota Cimahi, dalam rangka mencapai kemandirian

keuangan serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah

pusat, peningkatan jumlah penerimaan di sektor pendapatan asli daerah sangat

penting. Hal ini akan memungkinkan kota menggunakan pendapatan asli

daerah untuk mendukung desentralisasi. Selain itu, sangat penting untuk

menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya, seperti ekonomi dan

pariwisata misalnya dengan mengembangkan potensi wisata heritage di Kota

Cimahi yang jumlahnya sekitar 40 bangunan heritage yang bisa dijadikan

sebagai objek wisata dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
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2. Optimalisasi dan revitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti

optimalisasi pada pajak reklame dan pajak parkir bisa dengan cara

meingkatkan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame ilegal,

megembangkan sistem parkir berbayar yang lebih terintegrasi dan efisien.

Revitalisasi pada pajak hotel dengan cara meningkatkan promosi wisata yang

akan berkontribusi pada penerimaan pajak hotel, hiburan dan pajak air tanah.

3. Pemanfaatan potensi pajak penerangan jalan, PBB da BPHTB dengan

memperluas cakupan pemungutan pajak penerangan jalan dengan mempebaiki

basis data pelanggan dan meningkatkan kepatuhan.
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